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PUTUSAN

Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini

dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umru 34 tahun, agama lIslam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tuladenggi,

Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota
POLRI/Brimob Isimu, tempat kediaman di Anggota POLRI/Brimob
Isimu, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 Oktober

2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor
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0586/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 27 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1999, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kalimantan sesuai Akta Nikah Nomor:
156/156/1V/1999, tanggal 28 April 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah Dinas di Kalimantan selama kurang lebih 9 tahun, kemudian
pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai saat berpisah;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
2 orang anak bernama :

a. ANAK |, perempuan, umur 14 tahun;
b. ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun;
saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat
selalu terjadi perselisihan dan percekcokan terus menerus disebabkan karena
Tergugat selalu menyudutkan Penggugat karena Penggugat melahirkan anak
yang menyandang keterbelakangan, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat
dan Tergugat mengatakan akan menikah lagi dengan perempuan lain;

5. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, bukan
hanya dengan satu orang perempuan tetapi dengan beberapa perempuan lain,
bahkan Penggugat sendiri yang menangkap basah Tergugat sedang berduaan
dengan selingkuhannya bernama Nalalia di dalam kamar Kost perempuan

tersebut;
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6. Bahwa kedua kali Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan bernama Debi,
Penggugat melihat sendiri Tergugat berduaan dengan perempuan tersebut, hal
ini sangat menyakitkan hati Penggugat;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal tahun 2010,
Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Tergugat mengatakan lebih
baik bercerai dari Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat
sebagaimana tersebut di atas selama 4 tahun hingga sekarang;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu Penggugat sudah
tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati
untuk menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Loloda, Nomor: 156/156/1V/1999, tanggal 28 April 1999 yang
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti
P.)

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang
telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Maya Binti Nono Kadir
Palowa dan Nita Adrian Binti Karim Adrian. Uraian secara lengkap keterangan
kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap

pula telah termuat dalam putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri
persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
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sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Tergugat tidak hadir

dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya
mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi
keharmonisan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan pula terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak awal tahun 2010
sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan

kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan
guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut,
halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai
pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka
Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan
dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang
saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-
masing bernama Maya Binti Nono Kadir Palowa dan Nita Adrian Binti Karim
Adrian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan

hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang
bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa
Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri karena keduanya
sering bertengkar, dan kini keduanya pun telah berpisah tempat tinggal sudah
empat (4) tahun lamanya, dan keduanya pun telah diusahakan rukun kembali

sebagai suami istri, namun tidak berhasil.
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut
dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak awal tahun 2010
sampai sekarang sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi
antara Penggugat dan Tergugat, dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi

antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya
sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya
ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal,
rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat
lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk

menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat
pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan
tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan atau
berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan

tersebut patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan

untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
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wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain

yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga
putusan ini diucapkan sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam

ribu rupiah).
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Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 November
2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1436 H. oleh kami Drs. Syahidal
sebagai Ketua Majelis, Hasan Zakaria, S. Ag., SH dan Dra. Medang, MH, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Cindrawati S. Pakaya sebagai
Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri

oleh Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hasan Zakaria, S.Ag., SH Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Dra. Medang, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Cindrawati S. Pakaya

Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp 30.000,00
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2. ATK Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp195.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000.00

Jumlah Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
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